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ABSTRAK 
 

       Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas Pasal 103 Ayat (4) 

Huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur mengenai 

penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Latar belakang penelitian 

ini didasarkan pada polemik dan potensi implikasi hukum serta sosial yang timbul akibat 

kebijakan tersebut. Pasal ini secara spesifik memasukkan penyediaan alat kontrasepsi 

sebagai salah satu upaya dalam pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan 

Reproduksi Keluarga Besar Korps Remaja. yang dapat diakses oleh kelompok usia 

sekolah dan remaja.  

    Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini akan mengkaji kesesuaian pasal 

tersebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014.   

      Analisis akan difokuskan pada prinsip-prinsip konstitusional seperti hak atas 

kesehatan, hak atas informasi, perlindungan anak, nilai-nilai agama dan moralitas, serta 

otonomi daerah dalam penyelenggaraan Keluarga Besar Korps Remaja.Hasil penelitian 

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai landasan 

konstitusional kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja,     

     Mengidentifikasi potensi konflik norma, serta memberikan rekomendasi kebijakan 

yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan kepentingan terbaik bagi anak dan remaja 

di Indonesia. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan perspektif dari berbagai pihak 

terkait, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, ahli hukum, tenaga kesehatan, 

dan tokoh agama, untuk mendapatkan gambaran yang holistik mengenai isu ini 
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